BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

1.

Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan dan
pertimbangan obyektif dalam rangka mewujudkan
tertib administrasi kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

}



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 3474),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia hun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4674);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan di  Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4876);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

<|



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Dan
Bupati Bolaang Mongondow Selatan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

|



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, angka 18, angka 19 diubah,
sehingga Sehingga Pasal 1 berbunyi:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

s
2.

3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang
Mongondow Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah DaerahPemerintah

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Administrasi, Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan- sipil, pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai
Warga Negara Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia,

Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pernerintah.
Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan
Administrasi Kependudukan,

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan
kependudukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat
Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga selanjunya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah
Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, Lahir mati, perkawinan, perceraian, petigakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan.

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
jangka waktu yang terhatas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan
tanggung jawab  memberikan  pelayanan = pelaporan = Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data
kependudukan di Desa/Kelurahan. }



24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

(1)

(2)

© N U R W

9.

adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai
satu kesatuan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat,
dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak
anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ktdalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap, anak yang
lahir di luar ikatan perkawinan sah dan atas persetujuan ibu kandung
anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir
diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua
orang tua anak tersebut.

Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan
negeri untuk di,catatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan Saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi
data.

Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab
dalam urusan pemerintahan dalam negeri, kepada petugas yang ada pada
Dinas untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang
diberikan.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Instansi Pelaksana setempat.
dihapus.

Ketentuan Pasal 71 dihapus.

Ketentuan Pasal 72 dihapus.

Ketentuan Pasal 73 dihapus.

Ketentuan Pasal 74 dihapus.

Ketentuan Pasal 75 dihapus.

Ketentuan Pasal 76 dihapus.

Ketentuan Pasal 77 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 79 dihapus.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

HERSON MAYULU
Diundang di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.
INDRA DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2017 NOMOR 105

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA : (4/2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAAN NGONDOW SELATAN

EK WIJAYANTO, SH
NIP. 19820921201001 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk
menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap, dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati,
kelahiran, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan
pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama
peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang
harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau
surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan

pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

I



NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung

pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatat biodata penduduk yang
diawali dengan pengisian biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar.
NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam

pelayanan pendaftaran penduduk meupun pencatatan sipil.

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili, atau tempat
tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang

dan/ atau keluarganya.

Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan
waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau

keluarganya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR &





